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ABSTRACT

7’11e lack of competency development for ASN Naganraya Regency both from the aspects of ed-
ucation and training. The purpose of this study was to analyze the development of ASN Man-
agerial competence, to analyze internal and external factors and to analyze the ASN Managerial
Competency development strateqy in Naganraya Regency. This research uses a qualitative method
with a descriptive approach, and uses the theory of developing human resource competencies
through education and training according to Busro (2018: 206) which is measured by opportuni-
ties and opportunities to attend education and opportunities to participate in training.

The results showed that the development of ASN managerial competence through education
and training in Naganraya Regency has not been carried out optimally, because the opportunities to
participate in education and training provided are very few, scholarships opportunities outside the
APBD are also underutilized by both the Regional Government and ASN. Internal factors 1) Regula-
tions and regulations, 2) Vision and mission of the Regent of Naganraya, 3) Authority, 4) There is no
Perbup regarding study assignments and study permits, 5) Budget limitations, and external factors
1) Program There is a scholarships outside the Naganraya Regional Budget, 2) The existence of high
schools in Naganraya Regency, 3) Political Intervention, 4) Mindset There are ASN who have con-
sidered their learning tasks to be politicized. Strategy for developing ASN managerial competence
through education and training 1) Arranging a Perbup as a reference for study assignments and
study permits, both budgets that use the APBD and outside the APBD, 2) Forming a task force to ac-
celerate the development of ASN managerial competencies in implementing scholarships for study
assignments outside the APBD, 3) Building cooperation with high schools in Naganraya Regency,
4) Increase socialization, transparency and transparency as well as service certainty, 5) Encourage
ASN for study permits in high schools in Naganraya Regency, 6) Utilize and facilitate ASN in partic-
ipating in scholarships outside the APBD, 7) Building a joint commitment to work professionally. As
for suggestions 1) The need to increase opportunities for education and training as well as to take
full advantage of scholarships opportunities outside the APBD, 2) The need to make maximum use of
strengths and opportunities, and cover weaknesses and overcome threats, 3) The need to coordinate
and improve the quality of personnel services to implement development strategy.

Keywords: managerial competency development, education and training, competent ASN
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ABSTRAK

Minimnya pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Naganraya baik dari aspek
pendidikan maupun pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengembangan kompetensi Manajerial ASN, menganalisis faktor internal dan eksternal
serta untuk menganalisis strategi pengembangan Kompetensi Manajerial ASN di Kabupaten
Naganraya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan
menggunakan teori pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan menurut Busro (2018: 206) yang diukur dengan kesempatan dan peluang mengikuti
pendidikan serta kesempatan mengikuti pelatihan.

Hasil penelitian bahwa pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan
pelatihan di Kabupaten Naganraya belum dilakukan secara optimal, dikarenakan kesempatan
mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan sangat sedikit, peluang beasiswa di luar
APBD juga kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah maupun ASN. Faktor
internal 1) Peraturan perundang-undangan, 2) Visi misi Bupati Naganraya, 3) Kewenangan,
4) Belum adanya Perbup tentang tugas belajar dan izin belajar, 5) Keterbatasan anggaran, dan
faktor eksternal 1) Adanya program beasiswa di luar APBD Naganraya, 2) Adanya sekolah tinggi
di Kabupaten Naganraya, 3) Intervensi Politik, 4) Adanya mindset ASN yang menganggap tugas
belajar di politisasi. Strategi pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan
dan pelatihan 1) Menyusun Perbup sebagai rujukan tugas belajar dan izin belajar baik anggaran
yang menggunakan APBD maupun di luar APBD, 2) Membentuk satuan tugas percepatan
pengembangan kompetensi manajerial ASN dalam pemanfaatan beasiswa tugas belajar di luar
APBD, 3) Membangun kerja sama dengan sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya,
4) Meningkatkan sosialisasi, dan transparansi serta kepastian pelayanan, 5) Mendorong ASN
untuk izin belajar di sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 6) Memanfaatkan dan
memfasilitasi ASN dalam mengikuti beasiswa di luar APBD, 7) Membangun komitmen bersama
untuk bekerja secara profesional. Adapun saran 1) Perlunya memperbanyak kesempatan
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memanfaatkan peluang beasiswa di luar
APBD dengan maksimal, 2) Perlunya memanfaatkan secara maksimal kekuatan dan peluang,
dan menutupi kelemahan serta mengatasi ancaman, 3) Perlunya mengoordinasikan, bekerja
sama dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian untuk melaksanakan strategi
pengembangan.

Kata kunci: pengembangan kompetensi manajerial, pendidikan dan pelatihan, ASN
berkompeten

PENDAHULUAN

enurut Peraturan Pemerintah No.

11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, Pasal 210 bahwa
bentuk pengembangan kompetensi
dapat dilakukan melalui Pendidikan
dan pelatihan. Lebih lanjut dalam Pasal
211 menyatakan bahwa Pendidikan
dilakukan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keahlian ASN melalui
Pendidikan formal.

Kabupaten Naganraya dengan ibu kota
Sukamakmur, merupakan salah satu daerah
pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat

Provinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun 2002 dan diresmikan
pada 2 Juli 2002 oleh Menteri Dalam Negeri
di Jakarta. Pada 2019 Kabupaten Naganraya
mendapatkan nilai kategori kurang (C)
pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah). Dari hal tersebut,
maka dinilai perlu mengembangkan
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara secara
terencana, konsisten, dan berkelanjutan
demi tersedianya Aparatur Sipil Negara yang
profesional untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal
ini sejalan dengan hasil penelitian berupa
jurnal yang mengatakan pelaksanaan
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pengembangan kompetensi SDM yang
dilakukan secara berkesinambungan
diharapkan akan menciptakan Kkinerja

pegawai serta Kkinerja organisasi yang
meningkat sehingga dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik oleh instansi
pemerintah.

Pengembangan kompetensi sumber daya
aparatur dapat dilihat dari tiga kompetensi,
S.E.bagaimana dalam Undang-Undang No.
5 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (3) berbunyi
Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi:

1. kompetensi teknis yang diukur dari
tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan  teknis fungsional, dan
pengalaman bekerja secara teknis;

2. kompetensi manajerial yang diukur dari
tingkat pendidikan, pelatihan struktural
atau manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan; dan

3. kompetensi sosial kultural yang diukur
dari pengalaman kerja berkaitan dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama,
suku, dan budaya sehingga memiliki
wawasan kebangsaan.

tersebut,
merupakan

Dari ketiga kompetensi
kompetensi manajerial
faktor utama dalam  menggerakkan
roda pemerintahan untuk mencapai
pemerintahan yang berkualitas.

Di samping itu peningkatan kompetensi
juga merupakan visi dan misi Bupati
Kabupaten Naganraya, yaitu terdapat
pada misi kelima bahwa “Meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM)
dengan memberikan dukungan maksimal
terhadap pendidikan formal dan informal”.
Terkait kompetensi manajerial sumber daya
aparatur Kabupaten Naganraya dilihat dari
tingkat pendidikan dan pelatihan masih
banyak yang belum sarjana dan belum
mengikuti diklat, S.E.bagaimana data tabel
berikut.

Tabel 1  Rekapan Tingkat Pendidikan PNS

Kabupaten Naganraya Tahun 2019

No. Tingkat Jumlah Presen-

Pendidikan (Orang) tase

1. SLTP 112 3,05%
2.  SLTA/Sederajat 1009 27,50%
3. Diplomal 5 0,10%
4.  Diplomall 21 0,50%
5. Diplomalll 201 5,40%
6. DiplomalV 324 8,80%
7. Stratal 1982 54%
8. Strata?2 9 0,20%
9. Strata3 1 0,02%
TOTAL 3.664 100,00

Sumber: BKPSDM Naganraya 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui
bahwa dari jumlah PNS lingkup Kabupaten
Naganraya sebanyak 3.664 orang, tingkat
pendidikan SLTP sebanyak 112 jiwa
(30,55%), tingkat pendidikan SLTA sebanyak
1009 jiwa (27,50%), Diploma I sebanyak 5
jiwa (0,10%), Diploma II sebanyak 21 jiwa
(0,50%), Diploma III sebanyak 201 jiwa
(5,40%), Diploma IV sebanyak 324 jiwa
(8,80%), tingkat pendidikan Stratal sebanyak
1982 jiwa (54%), tingkat pendidikan Strata Il
sebanyak 9 (0,20%), dan tingkat pendidikan
Strata III sebanyak 1 (0,02%).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa
pendidikan Aparatur Sipil Negara lingkup
Kabupaten = Naganraya masih  harus
ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi
mengingat 30,55% dari jumlah ASN pada
Kabupaten Naganraya masih berpendidikan
nonsarjana dan berpendidikan rendah untuk
menunjang peningkatan kinerja Pemerintah
Naganraya khususnya kompetensi
manajerial, kemudian sangat sedikitnya
ASN yang berpendidikan Magister dengan
persentase 0,20% dari jumlah ASN yang ada.

Dilihat dari aspek diklat, pengembangan
kompetensi manajerial pada lingkup
Kabupaten Naganraya juga masih kurang
dilakukan. Adapun rekapitulasi data yang
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menunjukkan kurangnya pengembangan
kompetensi manajerial ASN melalui diklat
dapat dilihat pada tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2  Rekapitulasi Jumlah ASN Yang Telah
Mengikuti Diklatpim Dalam Lingkup
Kabupaten Naganraya Dari Tahun
2011 s.d. 2019

No Tahun Jenjang Diklat Jum-
PIM PIM PIM lah
1 m
1 2011 - - 6 6
2 2013 - 1 2
3 2014 - - -
4 2015 - - -
5 2016 1 6 7 14
6 2017 - 3 - 3
7 2018 - - 4 4
8 2019 1 - 1 2
Jumlah 2 10 20 32

Sumber: BKPSDM Naganraya 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat
bahwa dari rentan tahun 2011 hingga 2019
hanya 32 ASN pada Kabupaten Naganraya
yang mengikuti diklat, S.E.mentara jumlah
pejabat  struktural pada  Kabupaten
Naganraya berkisar antara empat ratus
pejabat. Hal tersebut menunjukkan masih
banyaknya pejabat struktural yang belum
mengikuti diklat struktural.

Membahas terkait pendidikan dan
pelatihan tentunya tidak terlepas dari
roadmap pengembangan kompetensi ASN.
Namun pada Kabupaten Naganraya belum ada
roadmap dalam menentukan pengembangan,
S.E.bagaimana  dikatakan oleh  Kabid
Perencanaan, Pengembangan SDM dan Diklat
BKPSDM Kabupaten Naganraya, Efliyanto.

Dari permasalahan di atas, tentunya ini
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
sebagaimana amanat Undang-Undang No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 55 ayat (3) yang berbunyi Manajemen
PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Untuk
melaksanakan hal tersebut sesuai dengan
PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah yang kemudian dijabarkan dalam
Qanun Kabupaten Naganraya No. 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Naganraya
yang mana di dalamnya tercantum
pembentukan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
memiliki Tugas dan Fungsi sesuai dengan
Perbup Naganraya No. 77 Tahun 2016
bahwasanya pada Pasal 5 menyatakan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia mempunyai tugas membantu
Bupati dalam  melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Terkaittugastersebut, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mengurusi manajemen kepegawaian daerah
salah satunya pengembangan kompetensi
manajerial ASNyangjugamerupakanhaksetiap
ASN sebagaimana amanat Undang-Undang
No. 5 Tahun 2014 Pasal 21 huruf e bahwa
PNS berhak memperoleh pengembangan
kompetensi.

Di samping itu sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden Republik Indonesia
No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan
bahwa reformasi birokrasi merupakan
perubahan secara bertahap dalam rangka
mencapai visi “mewujudkan pemerintahan
kelas dunia”. Sumber Daya Manusia Aparatur
merupakan komponen utama dalam menuju
pemerintahankelasdunia. Untukmembentuk
sumber daya aparatur yang berkelas dunia
menuntut keharusan pengembangan
kompetensi aparatur berkualitas melalui
pendidikan dan pelatihan yang terencana,
terarah,dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi
penting dilakukan, peneliti menilai bahwa
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kompetensi manajerial aparatur merupakan
hal penting yang berdampak terhadap
kualitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah, dan menjadi salah satu Visi Misi dari
Bupati Kabupaten Naganraya.

Masalah Penelitian

Berdasarkan wuraian pendahuluan di
atas, maka peneliti merumuskan masalah
sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Pengembangan Kompe-
tensi Manajerial Aparatur Sipil Negara
melalui pendidikan dan pelatihan di Ka-
bupaten Naganraya?

2. Apa sajakah faktor internal dan ekster-
nal dalam Pengembangan Kompetensi
Manajerial Aparatur Sipil Negara mela-
lui pendidikan dan pelatihan di Kabu-
paten Naganraya?

3. Bagaimanakah Strategi Pengembangan
Kompetensi Manajerial Aparatur Sipil
Negara melalui pendidikan dan pelatih-
an di Kabupaten Naganraya?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsi-
kan Pengembangan Kompetensi Mana-
jerial Aparatur Sipil Negara Kabupaten
Naganraya.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsi-
kan faktor internal dan eksternal dalam
Pengembangan Kompetensi Manajerial
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Na-
ganraya.

3. Untuk merumuskan strategi Pengem-
bangan Kompetensi Manajerial Apara-
tur Sipil Negara Kabupaten Naganraya.

KAJIAN PUSTAKA

Fungsi Pemerintahan

Rasyid dalam Ndraha
58) menyatakan bahwa tugas

(2011:
pokok

pemerintahan  dikelompokkan menjadi
3(tiga) fungsi pemerintahan yang hakiki
yaitu pelayanan (service), pemberdayaan
(empowerment), dan pembangunan
(development).

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan
yang dimaksud Ndraha (2011: 159) antara
lain sebagai berikut.

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan
untuk mengklarifikasi tujuan organisasi
dan menyusun langkah-langkah guna
mencapai tujuan (tujuan konkret dan
terukur) organisasi.

2. Pengorganisasian sumber-sumber pe-
merintahan; realisasi (implementasi)
langkah-langkah tersebut memerlukan
sumber daya, baik SDA, SDM, maupun
SDB. Sebelum digunakan, sumber daya
harus diorganisasikan agar siap pakai.

3. Penggunaan sumber-sumber pemerin-
tahan; dilakukan untuk menggerakkan
sumber-sumber pemerintahan agar
mendapatkan hasil-hasil yang sudah
ditetapkan.

4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk
menjamin Kkesesuaian antara target
pada perencanaan dengan hasil yang
diperoleh dari penggunaan sumber-
sumber pemerintahan tersebut.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rachmawati (2008: 3) mengemukakan
bahwa Manajemen sumber daya manusia
merupakan suatu proses perencanaan, peng-
organisasian, pengarahan dan pengawasan
kegiatan-kegiatan pengadaan, pengem’
bangan, pemberian kompensasi, penginte-
grasian, pemeliharaan dan pelepasan sum-
ber daya manusia agar tercapai berbagai
tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Pengembangan didasarkan pada fakta
bahwa seorang aparatur membutuhkan
serangkaian pengetahuan, keahlian dan
kemampuan yang berkembang supaya
bekerja dengan baik dalam melaksanakan
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tugas dan fungsinya selama Kkariernya.
Persiapan karier jangka panjang dari seorang
aparatur untuk serangkaian posisi inilah
yang dimaksudkan dengan pengembangan
aparatur.

Dalam bukunya Veithzal Rivai (2004:
229) mengemukakan tujuan dari pelatihan
dan pengembangan adalah:

1) Untuk meningkatkan kuantitas output;
2) Untuk meningkatkan kualitas output;

3) Untuk menurunkan biaya limbah dan
perawatan;

4) Untuk menurunkan jumlah dan biaya
terjadinya kecelakaan;

5) Untuk menurunkan turnover, ketidak-
hadiran kerja serta meningkatkan kep-
uasan kerja;

6) Untuk mencegah timbulnya antipati
karyawan.

Menurut  Hasibuan  (2009:  72),
Jenis-jenis Pengembangan secara umum
dikelompokkan atas: Pengembangan secara
informal dan pengembangan secara Formal.

1. Pengembangan secara Informal yai-
tu karyawan atas keinginan dan usaha
sendiri melatih dan mengembangkan
dirinya dengan mempelajari buku-buku
literatur yang ada hubungannya dengan
pekerjaan atau jabatannya.pengem-
bangan secara informal menunjukkan
bahwa karyawan tersebut berkeinginan
keras untuk maju dengan cara mening-
katkan kemampuan kerjanya.hal ini ber-
manfaat bagi perusahaan karena presta-
si kerja karyawan semakin besar, Di
samping efisiensi dan produktivitasnya
juga semakin baik.

2. Pengembangan secara Formal yaitu
karyawan ditugaskan perusahaan untuk
mengikuti pendidikan atau latihan, baik
yang dilakukan perusahaan maupun
yang dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga pendidikan dan pelatihan,
pengembangan secara formal dilakukan

perusahaan karena tuntutan pekerjaan
saat ini maupun masa datang, yang
sifatnya nonkarier atau peningkatan
karier seorang karyawan.

Gouzali dalam Kadarisman (2013:
5) mengemukakan Pengembangan SDM
(Sumber Daya Manusia), merupakan
kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi,
agar pengetahuan (knowledge), kemampuan
(ability), dan keterampilan (skill) mereka
sesuai  dengan  tuntutan  pekerjaan
yang mereka lakukan. Dengan kegiatan
pengembangan ini, maka diharapkan dapat
memperbaiki dan mengatasi kekurangan
dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih
baik, S.E.suai dengan perkembangan ilmu
dan teknologi yang digunakan organisasi.

Pengembangan sumber daya manusia
merupakan unsur yang sangat penting
dalam organisasi sebab pegawai merupakan
aset yang sangat penting dalam mencapai
tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Notoatmodjo (2009: 4) mengemukakan
bahwa pengembangan sumber daya
manusia adalah “suatu proses perencanaan
pendidikan, pelatihan dan pengelolaan
tenaga atau pegawai untuk mencapai hasil
yang optimal”.

Pendidikan dan Pelatihan

Konstruk pendidikan dan pelatihan
menurut Busro (2018: 206) diukur dengan
indikator:

1. Kesempatan mengikuti pendidikan lan-
jut;
2. Kesempatan mengikuti diklat;

3. Kesempatan mengikuti TOT/seminar/
workshop/simposium dan sejenisnya.

Dimensi kesempatan mengikuti
pendidikan lanjut diukur dari kesempatan
mengikuti pendidikan S-2/S-3, (b) peluang
mendapatkan beasiswa S-2/S-3. Dimensi
kesempatan diklat dari (a) jumlah diklat
yang pernah diikuti, (b) jumlah jam diklat
yang pernah diikuti. Dimensi kesempatan
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Pemerintahan
Ndraha (2011:5)

Grand Theory

}

Manajemen Sumber Daya Manusia

Rachmawati (2008:3)

Middle Theory

Acuan Normatif:

. UU No. 5 Thn 2014
. PP No.11 Thn 2017
. Qanun Kabupaten

Nagan Raya Nomor 3
Tahun 2016

. Perbup Nagan Raya

No. 77 Thn 2016

Pengembangan
Kompetensi Manajerial
Aparatur Sipil Negara
melalui Pendidikan dan
Pelatihan di Kabupaten

Nagan Raya :
Busro (2018 : 206 )

1. Kesempatan mengikuti

pendidikan lanjut;

2. Kesempatan mengikuti

Diklat.

3. Kesempatan mengikuti

TOT/seminar/workshop/si
mposium

Applied Theory

Faktor Internal dan
Eksternal dalam
Pengembangan

Kompetensi Aparatur
Sipil Negara Kabupaten
Nagan Raya

v

Penelitian
Terdahulu

1. Strength,

Strategi Pengembangan Kompetensi
Manajerial ASN Melalui Pendidikan
dan Pelatihan di Kabupaten Nagan

Raya
(Analisis SWOT)
3. Opportunities
2. Weaknesses 4. Threats
Rangkuti (2016:83)

Litmust Test
Bryson (2016:184)

Meningkatnya Pengembangan
Kompetensi Manajerial Melalui

Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Sipil Negara di
Kabupaten Nagan Raya

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

mengikuti TOT/seminar diukur dari
indikator (a) jumlah TOT yang pernah diikuti
(b) jumlah jam TOT yang pernah diikuti, dan
(c) jumlah seminar dan sejenisnya yang
pernah diikuti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif digunakan dalam
penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan
keadaan di tempat penelitian. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang
menghasilkan data deskriptif mengenai
kata-kata lisan maupun tertulis, dan
tingkah laku yang dapat diamati dari
orang-orang yang diteliti, Nawawi (2012:
209). Metode penelitian kualitatif adalah

metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah
(lawannya adalah eksperimen di mana
peneliti adalah sebagai instrumen kunci,
teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generalisasi,
Sugiyono (2013: 1). Adapun sumber data
diperoleh dari tiga sumber yaitu person,
place, dan paper. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini dengan wawancara,
observasi, dokumentasi, dan teknik
analisis data dengan reduksi data (data
reduction), penyajian data (data displai),
mengambil simpulan/verifikasi data
(conclusion:drawing/verification), Creswell
(2009:175).
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Informan dan Cara Menentukannya

Informan dalam penelitian diambil

secara purposive sampling. Berdasarkan
teknik purposive sampling, informan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3  Informan Penelitian
No. Jabatan Jumlah
1. Kepala BKPSDM Kabupaten 1

Naganraya
( B. Surya Bakti, S.E.)

2.  Sekretaris BKPSDM Kabupaten 1
Naganraya
(Ibu Lies Herlina Agustini, S.E.)

3. Kabid Perencanaan, 1
Pengembangan SDM  dan
Diklat BKPSDM Kabupaten
Naganraya
( Efliyanto, S.E. M.M.)

4. Kasubid Pengembangan Karier
dan SDM BKPSDM Kabupaten
Naganraya 1
(Ibu Dewi Asnidar, S.E.)

5. Kasubid Diklat Jabatan dan
Teknis BKPSDM Kabupaten
Naganraya 1
(Ibu Nelli Munawar, S.E.)

6. ASN Kabupaten Naganraya
( Chairul Ichsan, S.E.) 3
( Sayuti, S.E.)

( Mungga Ridwan, S.E.)
Total 8
Sumber: Diolah Peneliti, 2020
HASIL PENELITIAN
1. Pemerintah Daerah Kabupaten
Naganraya telah memberikan

kesempatan melalui tugas belajar dan
izin belajar, namun pada tugas belajar
formasi yang disediakan sangat sedikit,
Peraturan Bupati tentang tugas belajar
dan izin belajar juga belum ada yang
seharusnyaitu menjadi dasar hukum dan
mekanisme pelaksanaan, belum adanya
SOP, tidak adanya transparansi dalam

proses penetapan peserta, kurangnya
sosialisasi dan keterbatasan anggaran.

Peluang beasiswa bagi ASN Kabupaten
Naganraya telah disediakan oleh
pemerintah daerah dan pemerintah
pusat, namun dilihat dari beasiswa
yang disediakan oleh pemerintah
daerah peluangnya sangat sedikit dan
biaya yang disediakan pun juga sedikit.
Bahkan beasiswa belum bisa diberikan
jika peserta beasiswa sebelumnya belum
menyelesaikan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Naganraya sudah
mengikutkan ASN di setiap jenjang
diklat, namun tidak semua jenjang diklat
disediakan setiap tahunnya, saat ini
hanya menyediakan diklat pim IV, dan
masih banyak pejabat eselon yang belum
mengikuti diklat yang seharusnya diikuti
dikarenakan kekurangan anggaran,
terlihat dari tahun 2011 s.d. 2019 hanya
32 ASN yang baru didiklatkan.

SIMPULAN

1.

Pengembangan kompetensi manajerial
ASN melalui pendidikan dan pelatihan
di Kabupaten Naganraya belum
dilakukan secara optimal, dikarenakan
kesempatan mengikuti pendidikan
dan pelatihan yang disediakan sangat
sedikit, peluang beasiswa di luar APBD
juga kurang dimanfaatkan dengan baik
oleh Pemerintah Daerah maupun ASN.

Terdapat beberapa faktor strategis inter-
nal dan eksternal dalam pengembangan
kompetensi ASN Kabupaten Naganraya,
S.E.bagai berikut.

Faktor strategis internal

1. Kekuatan (Strengths)

- Peraturan perundang-undangan
- Visi misi Bupati Naganraya

- Kewenangan

2. Kelemahan (weakness)

- Belum adanya Perbup tentang tugas
belajar dan izin belajar
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Terbatasnya anggaran pengemban-
gan kompetensi manajerial ASN
melalui pendidikan dan pelatihan

Faktor strategis eksternal

1. Peluang (opportunities)

- Adanya program beasiswa di luar
APBD Naganraya

- Adanya sekolah tinggi di Kabupaten
Naganraya

2. Ancaman (threats)

- Intervensi Politik dalam
pengembangan kompetensi
manajerial ASN

- Adanya mindset ASN  yang
menganggap tugas Dbelajar di
politisasi

Adapun strategi yang sebaiknya

digunakan  dalam  pengembangan

kompetensi ASN kabupaten Naganraya
sebagai berikut.

Isu sangat strategis

a.

Menyusun Perbup sebagai rujukan
tugas belajar dan izin belajar baik
anggaran yang menggunakan APBD
maupun di luar APBD.

Membentuk satuan tugas perce-
patan pengembangan kompetensi
manajerial ASN dalam pemanfaatan
beasiswa tugas belajar di luar APBD.

Membangun kerja sama dengan
sekolah tinggiyangada di Kabupaten
Naganraya.

Isu cukup strategis

a.

Meningkatkan  sosialisasi, dan
transparansi serta kepastian
pelayanan.

Mendorong ASN untuk izin belajar
di sekolah tinggi yang ada di
Kabupaten Naganraya.

Memanfaatkan dan memfasilitasi
ASN dalam mengikuti beasiswa di
luar APBD.

SARAN

Membangun komitmen bersama
untuk bekerja secara profesional.

Perlunya memperbanyak kesempat-
an untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan serta memanfaatkan pelu-
ang beasiswa di luar APBD dengan
maksimal dalam rangka Pengem-
bangan Kompetensi Manajerial ASN
Kabupaten Naganraya.

Perlunya memanfaatkan peratur-
an perundang-undangan dan ke-
wenangan untuk menyusun Pera-
turan Bupati tentang Tugas Belajar
dan Izin Belajar yang menjadi dasar
hukum dalam pengembangan kom-
petensi baik dalam hal penambah-
an anggaran, SOP dalam penetapan
peserta, dan memfasilitasi ASN un-
tuk memanfaatkan beasiswa di luar
APBD Kabupaten Naganraya.

Untuk melaksanakan strategi per-
lunya mengoordinasikan dalam
hal penyusunan Peraturan Bupa-
ti tentang Tugas Belajar dan Izin
Belajar serta bekerja sama untuk
membentuk satuan tugas perce-
patan pengembangan kompetensi
manajerial, dan meningkatkan kual-
itas pelayanan kepegawaian dalam
pengembangan kompetensi mana-
jerial ASN Kabupaten Naganraya.
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